
LAPORAN KEGIATAN 

KONSOLIDASI BADAN MUTU KKP JAMBI DENGAN DINAS KELAUTAN 

DAN PERIKANAN KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI 

 

A. Belakang 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan 

pemenuhan kebutuhan protein dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengembangan strategi ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan 

keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu 

ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang 

akan membuahkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Strategi ekonomi 

biru tersebut meliputi aspek memperluas kawasan konservasi laut, 

penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, mengembangkan perikanan 

budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan 

pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan sampah 

plastik di laut. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

(BPPMHKP) sebagai otoritas kompeten penjaminan mutu hasil hasil kelautan 

dan perikanan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan dari hulu 

hingga hilir. melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, penangkapan 

maupun penanganan dan pengolahan. Tak hanya itu, BPPMHKP juga 

melaksanakan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan melalui proses 

inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi dan penanganan 

atau pengolahan, sedangkan pengawasan mutu dilakukan melalui proses 

surveilan dan monitoring dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem 

di unit tersebut. 

Output dari penjaminan tersebut berupa sertifikat pengendalian di unit 

penanganan dan pengolahan dari hulu ke hilir. Sertifikasi tersebut yakni Cara 

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), 

Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Kemudian Cara Pembuatan 

Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), 

Cara Penaganan Ikan yang Baik (CPIB kapal), Hazard Analysis and Crtical 

Control Point (HACCP) dan Health Certificate (HC). 

 

 

 



Semua sertifikasi ini diterbitkan oleh BPPMHKP selaku Otoritas 

Kompeten melakukan Quality Assurance (QA) di pasar global, regional maupun 

nasional adalah untuk memberikan jaminan mutu terhadap hasil kelautan dan 

perikanan. 

 

B. Landasan Hukum 

- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

- Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2024 tentang 

pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan keamanan hasil 

Perikanan 

- Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan 

Sertifikat Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan 

- Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang 

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Kelautan dan Perikanan 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah mensosialisasikan serta 

konsolidasi terkait percepatan  kegiatan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan (SSJMHKP) khususnya sertifikasi CBIB dan CPIB. 

 

D. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh Dinas Perikan Provinsi dan 

Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, Penyuluh Perikanan, Pembudidaya ikan, 

dan stakeholder perikanan. 

 

E. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Sosialisasi serta konsolidasi terkait percepatan  kegiatan 

Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SSJMHKP) 

dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 di Ruang Aula SKIPM – BPPMHKP 

Jambi. 

. 

 

 



F. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Sosialisasi serta konsolidasi terkait percepatan  kegiatan 

Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SSJMHKP) 

dilaksanakan secara daring dan luring yang diikuti seluruh seluruh Dinas 

Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan Kab/ Kota Se-Provinsi  Jambi 

yaitu :  

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, 

2. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Jambi, 

3. Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi, 

4. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci 

5. Dinas Perikanan Kota Sungai Penuh, 

6. Dinas Perikanan Kabupaten Merangin 

7. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, 

8. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

9. Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tebo, 

11. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan kabupaten Batanghari, 

12. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, 

13. Seluruh Penyuluh Perikanan Kab/ Kota Se-Provinsi  Jambi, 

 

Sedangkan Rangkaian kegiatan Sosialisasi serta konsolidasi terkait 

percepatan  kegiatan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan (SSJMHKP) tersebut diantaranya : 

 Pembukaan oleh pembawa acara 

 Menyanyikan lagu wajib Indonesia raya 

 Pembacaan doa 

 Sambutan Kepala SKIPM – BPPMHKP Jambi 

 Penyampaian materi Sertifikasi Sistem jaminan Mutu hasil Kelautan dan 

Perikanan oleh Bapak Piyan Gustaffiana selaku Kepala SKIPM – 

BPPMHKP Jambi 

 Diskusi 

 Photo Bersama seluruh peserta 

 Penutup 



G. Hasil Diskusi 

Adapun hasil konsolidasi sebagai berikut: 

 Memperkuat komitmen Badan Mutu KKP Jambi  Bersama pemerintah 

daerah (DKP) untuk bersinergi membangun sektor  Kelautan dan Perikanan 

di Provinsi Jambi,  khususnya percepatan implementasi Sistem Jaminan 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 

 Telah dilakukan singkronisasi data potensi Kelautan Perikanan dan data 

sertifikasi mutu antara Badan Mutu KKP Jambi dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab/Kota  se Provinsi Jambi untuk dilakukan percepatan 

pelayanan thd para pelaku usaha KP yang telah dilakukan pembinaan untuk 

dilanjutkan proses sertifikasi mutu pasca panen dan mutu primer.  

 Telah dilakukan update informasi proses pembentukan Koperasi 

Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi Nelayan/Budidaya yang sudah 

terbentuk  di 3 Kabupaten (Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, 

dan Muara Jambi) akan diinsert menjadi koperasi Desa/Kel Merah Putih, 

sementara untuk Kab/Kota yang lain masih berproses. 

 Dari 11 Kab/Kota, Pengajuan kampung nelayan/budidaya merah putih telah 

dilakukan oleh 3 Kab/Kota (Kota Jambi, Kab. Kerinci dan Kab. Sarolangun), 

5 Kab/Kota yang telah ditetapkan Men KP (Kab.Muaro Jambi, Batanghari, 

Merangin,Tanjabtim &Kota Sungai Penuh) sebagai kampung budidaya 

sedang berproses pengajuan proposal menjadi kampung budidaya merah 

putih 

 Kegiatan harmonisasi akan terus dilakukan secara terjadwal guna 

memperkuat eksistensi Badan Mutu KKP, memberikan pelayanan terbaik 

untuk masyarakat dan meningkatkan sinergisitas antara UPT Pusat dan 

Daerah 

 

Jambi, 27 Mei 2025 

Mengetahui 

Kepala SKIPM- BPPMHKP Jambi Ketua Pelaksana 

 

 

Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, MH Meliya Bahnan, A.Pi, M.Pi 

NIP. 19780824 200502 1 001 NIP. 19760518 199803 2 001 
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Konsolidasi
Unit Pelaksana Teknis

Badan Mutu KKP Jambi dan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Selasa, 27 Mei 2025



POTENSI KP
PROVINSI JAMBI 

Jenis dan Jumlah pelaku usaha
(hulu-hilir)

01. Luas wilayah laut:  
3.879,67 ha 

02. Luas Perairan Umum
Daratan:  115.000 ha 

03. Panjang Sungai :  1.740 Km 

04. Potensi wilayah pesisir :  
261,8 ha

05. Potensi tambak : 18.000 ha

06. Potensi lahan marjinal : 
100.700 ha

Sumber: Rakortek Renbang 2023 DKP Provinsi Jambi 



1 2 3

4 5 6

Standar Acuan Layanan 

Sertifikasi Produk Perikanan Primer 

Cara Budidaya Ikan 

yang Baik

CBIB

Acuan: 

SNI 8228.1:2015

Cara Pembenihan Ikan 
yang Baik

CPIB

Acuan: 

SNI 8035:2019

Cara Penanganan Ikan yang 

Baik di atas kapal

CPIB Kapal

Acuan: 

SNI 8087:2014

Cara Pembuatan Pakan 
Ikan yang Baik

CPPIB

SNI masing-masing 

komoditas 

Cara Pembuatan Obat 
Ikan yang Baik

CPOIB

Perdirjen Perikanan 

Budidaya No. 187 

tahun 2023

Cara Distrisbusi Obat 
Ikan yang Baik 

CDOIB

Acuan: Acuan: Acuan: 

Perdirjen Perikanan 

Budidaya No. 186 tahun 

2023

7 8

9

Standar Acuan Layanan 

Sertifikasi Produk Perikanan Pasca Panen

Sertifikat Kelayakan Pengolahan

SKP

Acuan: 

SNI CXC 1:1969

Sistem Analisa Bahaya dan 

Pengendalian Titik Kritis

HACCP

SNI CXC 1:1969 
(Ditetapkan BSN tahun 2021)

Sertifikat Pengelolaan Distribusi 

Ikan

SPDI

PP 27 Tahun 2021, Permen 

KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 
tahun 2015

Acuan: 

Acuan: 

(Ditetapkan BSN tahun 2021)

Permen KP No. 17 Tahun 2019

3

BPPMHKP : Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan   
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Permen KP. No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

SMKHP
UU 31/2004

Kep.Kaban 44/24

10

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan





Rentang Kendali berdasarkan hasil identifikasi pelaku usaha kelautan dan perikanan di 
Propinsi Jambi (Periode Okt 2024 s/d Mei 2025) 

Produksi Primer Jumlah (unit) Tersertifikasi Keterangan

Budidaya 13.633 CBIB : 174 Pasca Cut Off 4
Potensi baru ???

Hatchery/UPR 509 CPIB benih : 25 Pasca Cut Off 6
Potensi baru ???

Pakan 50 CPPIB : 6 Pasca Cut Off 1
Potensi baru ???

Pelabuhan Perikanan 2 PPI Kuala Tungkal
Pelabuhan Perikanan Pantai Nipah Panjang

Kapal >30 GT 10 - Hasil Tangkapan ???
WPPN RI 711

Kapal 5-10GT 331 -

Kapal < 5 GT 1359 -

Sumber data : BPPMHKP Jambi
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi



Rentang Kendali berdasarkan hasil identifikasi pelaku usaha kelautan dan perikanan di 
Propinsi Jambi (Periode Okt 2024 s/d Mei 2025) 

Pasca Panen Jumlah Tersertifikasi Keterangan

UPI 55 19 HACCP = 3 UPI
SKP = 19 UPI
Potensi HACCP ???

Supplier Ikan Segar 11 11 akan dialihkan ke SPDI

Supplier Ikan Beku/Coldstorage 10 10 akan dialihkan ke SPDI

Supplier Ikan Hidup Konsumsi 6 - Potensi Sertifikasi SKP 
dan HACCP

UMKM 1804 SKP : 58 Pasca Cut Off 25
Potensi SKP baru ???

Pasar Modern 11 - 2 (Kota Jambi)

Pasar Tradisional 146 - 9 (Pengawasan: Kota Jambi, 
Tanjabbar, Tabjabtim)

Sumber data : BPPMHKP Jambi
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi



SEBARAN 174 UNIT PRODUKSI BUDIDAYA BERSERTIFIKAT CBIB 

Data Perikanan Budidaya
• Luas Lahan : 20.539.491 m2
• Jumlah : 13.633 Pembudidaya
• Tersertifikasi CBIB : 174 Pembudidaya
• Pasca Cut off 10 Oktober 2024: 4 Sertifikat CBIB

54

49

11

18

22

7

3

10

Kab. Muaro Jambi

Kab. Batanghari

Kab. Tanjabbar

Kab. Tanjabtim

Kab. Tebo

Kab. Bungo

Kab. Sarolangun

Kab. Merangin

Perikanan Budidaya yang Tersertifikasi CBIB

100
34

11

29

Jenis Komoditas Perikanan Budidaya

Patin Nila Gurame Lele



JUMLAH SERTIFIKAT CBIB AKAN EXPIRED
No KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2025 TAHUN 2026 KETERANGAN

1 Muaro Jambi 43 -

2 Tanjabtim 8 -

3 Merangin - - 11 Exp 2024

4 Kota Sungai Penuh - -

5 Batang Hari 32 -

6 Kerinci - -

7 Kota Jambi - -

8 Tanjabar - - 2 Exp 2024

9 Sarolangun 2 -

10 Tebo - - 13 Exp 2024

11 Bungo - 1 5 Exp 2024



SEBARAN 25 UNIT PRODUKSI PEMBENIHAN BERSERTIFIKAT CPIB BENIH

Data Unit Pembenihan
• Luas Lahan : 463.028 m2
• Jumlah : 509 UPR
• Tersertifikasi CPIB : 25 UPR
• Pasca Cut off 10 Oktober 2024: 7 

Sertifikat CPIB1

5

2

10

1

1

5

Kab. Muaro Jambi

Kota Jambi

Kab. Tanjabbar

Kab. Tebo

Kab. Sarolangun

Kab. Merangin

Kab. Kerinci

Sebaran Sertifikasi CPIB

13

6

1 2
2 1

Jenis Komoditas Pembenihan

Lele Nila Mas Gurame Patin Jelawat



JUMLAH SERTIFIKAT CPIB BENIH AKAN EXPIRED
No KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2025 TAHUN 2026 Keterangan

1 Muaro Jambi - - 1 Exp 2018

2 Tanjabtim - -

3 Merangin 1 (Juli) - 4 Exp 2024

4 Kota Sungai Penuh 2 (Juli) - 1 Exp 2022

5 Batang Hari - -

6 Kerinci 4 (Juli) - 2 Exp 2022

7 Kota Jambi 2 (Juli) - 2 Exp 2024

8 Tanjabar - 2

9 Sarolangun - -

10 Tebo 10 (Juli) - 4 Exp 2018

11 Bungo - -



SEBARAN 1804 unit UMKM & 58 SKP YANG TELAH DITERBITKAN

635

30

22

21

46

17

30

28

339

599

37

Kota Jambi

Kota Sungai Penuh

Kab. Muaro Jambi

Kab. Merangin

Kab. Batanghari

Kab. Sarolangun

Kab. Bungo

Kab. Tebo

Kab. Tanjabbar

Kab. Tanjabtim

Kab. Kerinci

Sebaran UMKM

16

2

8

6

1

7

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kota Jambi

Kota Sungai Penuh

Kab. Muaro Jambi

Kab. Merangin

Kab. Batanghari

Kab. Sarolangun

Kab. Bungo

Kab. Tebo

Kab. Tanjabbar

Kab. Tanjabtim

Kab. Kerinci

SEBARAN SKP



JUMLAH SERTIFIKAT SKP AKAN EXPIRED
No KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2025 TAHUN 2026 KETERANGAN

1 Muaro Jambi 6 2

2 Tanjabtim 3 3 8 EXP 2024

3 Merangin - -

4 Kota Sungai Penuh - 2

5 Batang Hari 5 1

6 Kerinci - - 1 EXP 2024

7 Kota Jambi 12 4

8 Tanjabar 5 2 1 EXP 2024

9 Sarolangun - - 2 EXP 2024

10 Tebo - -

11 Bungo 1



SEBARAN 146 UNIT PASAR TRADISIONAL

9

1

29

7

12

12

37

1

12

19

7

Kota Jambi

Kota Sungai Penuh

Kab. Muaro Jambi

Kab. Merangin

Kab. Batanghari

Kab. Sarolangun

Kab. Bungo

Kab. Tebo

Kab. Tanjabbar

Kab. Tanjabtim

Kab. Kerinci

Pasar Tradisional

Pasar yang sudah dilakukan Monitoring
Kota Jambi
✓ Pasar Angso Duo
✓ Pasar Handil
✓ Pasar Talang Banjar
✓ Pasar Pasir Putih
✓ Pasar Mama
Kab. Tanjabbar
✓ Pasar Parit I
✓ Pasar Parit II
✓ Pasar Parit III
Kab. Tanjabtim
✓ Pasar Kampung Laut



SEBARAN 11 PASAR MODERN

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi (2023)

6

1

1

1

1

1

Kota Jambi

Kota Sungai Penuh

Kab. Muaro Jambi

Kab. Tebo

Kab. Tanjabbar

Kab. Kerinci

Pasar Modern

Pasar yang sudah dilakukan Monitoring
Kota Jambi
✓ Transmart
✓ Hypermart



SEBARAN UNIT PRODUKSI PAKAN BUDIDAYA

Pabrik Pakan Mandiri
• Jumlah :  50 Unit
• Tersertifikasi CPPIB : 6 Unit
• Pasca Cut off 10 Oktober 2024: 1 

Sertifikat CPPIB
1

1

4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Tanjabbar

Muaro Jambi

Batanghari

SEBARAN UNIT PRODUKSI PAKAN



SEBARAN PELABUHAN DAN JUMLAH KAPAL

Tanjung Jabung Barat
• PPI KUALA TUNGKAL

Tanjung Jabung Timur
• Pelabuhan Perikanan 

Pantai Nipah panjang

1.359 

331 

10 

Jumlah Kapal Penangkapan Ikan

< 5 GT 5-30 GT > 30 GT



Koperasi Nelayan dan Pembudidaya
Merah Putih

Tanjung Jabung Timur
• Koprasi Nelayan Berkah Bahari (Kuala 

Jambi)

• Koprasi Majelis Harmonis (Kuala Jambi)

• Koprasi Ridho Ibu Lestari (Sabak Timur)

• Koprasi Pesisir Ujung Timur (Nipah 
panjang)

• Koperasi Lobster (Kampung Laut)

• Koperasi Maju Jaya (tanjung Solok)

• Koperasi Camar Laut (Pemusiran)

• Koperasi Nelayan Tani (Parit Baru)

• Koperasi Langit Biru (Kuala Simbur)

• Koperasi Camar Laut (Simbuk Naik)

• Koperasi Buruh Nelayan (Kuala Simbur

Tanjung Jabung Barat
• Koperasi Berkah Bahari 

Sejahtera

• Koperasi LEPP Mitra 
Mandiri

• Koperasi Rizki (Tungkal II)



Tantangan Pembinaan dan Pengawasan

• Adanya Balai Benih ikan milik Pemerintah yang belum tersertifikasi CPIB/Kadaluarsa (Tahun 2024 
: 4)

• Rendahnya pemahaman dan minat pembudidaya untuk mengajukan permohonan Sertifikasi
Sistem Jaminan Mutu teridentifikasi adanya sertifikat yang telah berakhir/akan berakhir masa 
berlakunya namun tidak/belum melakukan pengajuan perpanjangan (progress 2025?)

• Masih adanya pelku usaha perikanan yang belum memahami mekanisme pendaftaran Sertifikasi
secara Online

• Adanya UPR yang terkendala untuk sertifikasi CPIB (Biaya Pengujian Kualitas Air)

• Belum adanya kapal ikan di Provinsi Jambi yang tersertifikasi CPIB Kapal

• Pelaksanaan Remote Inspection terkendala jaringan internet dan seluler

• Progress Kampung Budidaya yang sudah ditetapkan? TL Kepmen KP 111/2023

• Progres Insert Koperasi nelayan/pembudidaya ikan menjadi Koperasi desa Kelurahan Merah 
Putih

• Progress Pengajuan Kampung Budidaya dan Kampung Nelayan Merah Putih (TL Surat dari DJPT 
tanggal 19 Mei 2025)

• Mohon saran, masukan dan informasinya…………………..



Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama antar Pemangku Kepentingan

Pedagang Ikan

Supplier Ikan
Domestik

Eksportir Ikan

Pembudidaya
Ikan

Penyuluh

Penerima Bantuan
Bioflok

UMKM 
Pengolahan Ikan

Dinas
Perikanan

IRT/Konsumen



Problem Solving
• Penataan Balai Benih Ikan milik Pemerintah untuk dapat dilakukan sertifikasi CPIB,

sehingga menjadi outlet dan percontohan bagi para pelaku usaha perikanan
• Peran aktif pemerintah dalam memberikan pemahaman kpd pelaku usaha dalam

mengajukan permohonan Sertifikasi Mutu melalui sosialisasi, penyebaran
informasi melalui medsos, web pemerintah, FGD secara virtual

• Membangun forum komunikasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
sektor kelautan dan perikanan sehingga Pembina dan pengawas dapat mendorong
pelaku usaha dalam penerapan system jaminan mutu hulu hilir (Produksi primer
dan pasca panen),pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat

• Diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk memberikan pendampingan proses
pendaftaran Sertifikasi secara Online, membuka helpdesk dan hotline

• kendala Biaya Pengujian seperti pengujian Kualitas Air sebagai persyaratan wajib
sertifikasi CPIB Pembenihan diusulkan untuk diberikan relaksasi dan bantuan
pengujian terjadwal dari pemerintah

• Diperlukan informasi awal sebelum pelaksanaan On site dan Remote Inspection
agar proses inspeksi dapat berjalan lancar terutama masalah jaringan dan kesiapan
pemohon



Informasi Tambahan : 
Layanan Pengujian UPT Badan Mutu KKP Jambi dan UPTD Pemda

UPT BPPMHKP Jambi

Organoleptik SNI 2346:2016

Coliform dan Escherichia Coli SNI 2332.1:2015

Salmonella SNI 01-2332.2-2006

Angka Lempeng Total SNI 2332.3:2015

Formalin Teskit

UPTD Pengujian Mutu Pemda

Laboratorium
BPOM Provinsi
Jambi

Pengujian Mutu 
dan Logam Berat

Laboratorium
Kesehatan Daerah 
Kota dan Provinsi
Jambi

Pengujian Mutu 
dan Logam Berat

Laboratorium
BPBAT Sungai 
Gelam Jambi

Pengujian Logam
Berat



Liaison officer (LO) UPT Badan Mutu KKP Jambi

No Provinsi/Kab/Kota LO Wilayah 
(HP dan Medsos)

CP 
(HP dan Medsos)

Note

1 Provinsi Jambi Piyan Gustaffiana Kepala DKP Provinsi
Jambi

-

2 Muaro Jambi Meliya Bahnan Kamp.BD Patin

3 Tanjabtim Rina Hernawati Kamp.BD Nila

4 Merangin Mario AY Kamp.BD Nila

5 Kota Sungai Penuh M.Sholeh Kamp.BD Lele

6 Batang Hari Sinta Suciati Kamp.BD Nila

7 Kerinci Wahono Sudah ada SK Bupati terkait Penetapan
Usulan Kampung Perikanan Budidaya Nila

8 Kota Jambi Yuni Hasnita Persiapan Kamp Budidaya Ikan Hias

9 Tanjabar Suhadi Rahman

10 Sarolangun Sulaiman

11 Tebo Ratzel

12 Bungo Zamzami



Pengembangan:
1. Sistem Ketelusuran Data Mutu Perikanan Hulu-Hilir di Provinsi jambi => Quality Track

2. PJK berbasis Android sudah Berbasis Web Chrome https://patinjambikito.com/

Innovasi Pelayanan Publik : Patin Jambi Kito Versi 14.0 
( Pelayanan Terintegrasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Profesional)

https://patinjambikito.com/


Pengembangan:
1. Sistem Ketelusuran Data Mutu Perikanan Hulu-Hilir di Provinsi jambi => Quality Track

2. PJK berbasis Android sudah Berbasis Web Chrome https://patinjambikito.com/

Innovasi Pelayanan Publik : Patin Jambi Kito Versi 14.0 
( Pelayanan Terintegrasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Profesional)

https://patinjambikito.com/


QUALITY TRACK



QUALITY TRACK



Semangat Kolaborasi

Membangun Komunikasi efektif dengan pembentukan
Whatsapp Group, penyebarluasan informasi melalui media cetak
dan media social serta menginisiasi terbentuknya forum 
komunikasi Kelautan dan Perikanan untuk kemajuan Sektor 
Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi.

Terima Kasih





PRIMER PASCA PANEN

• Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan 

(SPDI)

• Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

• Sertifikasi HACCP

• Sertifikasi Ekspor

• Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

• Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

• Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan 

yang Baik (CPPIB)

• Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik 

(CDOIB)

• Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) 

Kapal





1. Permen KP RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan

Ikan yang Baik (CPIB)

2.Permen KP RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan

Usaha dan Produk pada Penyelenggaraaan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan

3.Permen KP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis ikan baru yang

akan di budidayakan

4.Permen KP RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian

Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan

dan Perikanan

5.SNI CPIB (8035:2019 CPIB) dan SNI Perikanan Budidaya





Pembenihan Tawar (03226)

Pembenihan Payau (03252)

Pembenihan Laut (03212)



21 Hari



Unit Pembenihan yang  

melanggar ketentuan akan  

diberi sanksi berupa  

peringatan, penundaan atau 

pencabutan/pembatalan 

sertifikat

permohonan perpanjangan

sertifikat kepada Kepala

BPPMHKP, tembusan ke

Dinas Provinsi/Kabupaten

/Kota paling lambat 30 hari

sebelum berakhirnya masa

berlaku sertifikat

Surveilan Perpanjangan





















Unit Pembenihan yang  

melanggar ketentuan akan  

diberi sanksi berupa  

peringatan, penundaan atau 

pencabutan/pembatalan 

sertifikat

permohonan perpanjangan

sertifikat paling lambat

masa

sebelum  

berlaku

3 bulan  

berakhirnya 

sertifikat

Surveilan Perpanjangan

















Sertifikasi Kelayakan
Pengolahan (SKP)
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan



Apa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)?

Ruang Lingkup Sertifikasi

Penerbitan Sertifikat pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan

untuk memenuhi kelayakan pengolahan dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sertifikat diberikan bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis prouk yang diolah

Diberikan Kepada
1 2 3 4 5 6 7

Unit Penanganan
Rumput Laut Kering

Unit Penanganan
Ikan Hidup

Unit Penanganan &
Pengolahan Ikan

Gudang Beku Gudang Dingin Gudang Kering Miniplant

Sumber: Permen KP No.10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan10



Alur Penerbitan Sertifikat GMP melalui SKP Online Terintegrasi OSS

oss.go.id skp-pdspkp.kkp.go.id SIAPMUTU

Pembinaan
(DJ-PDSPKP)

Pengendalian
(BPPMHKP)

Pengawasan
(BPPMHKP)

Pelaku Usaha

Belum memiliki UPI
Admin DJPDS, Provinsi &

Kabupaten/ Kota
akun SKP Online

Approval user

Admin Pusat

Pemeriksaan Teknis

Persyaratan

Pendaftaran user

Penerimaan
permohonan

Memiliki akun
SKP Online

Pendaftaran 

permohonan 

pembinaan

Program Surveilen

Permohonan izin
PB-UMKU SKP

di OSS

Melaksanakan Surveilen•
•

Melakukan Pembinaan 
Mengupload Temuan/ 
Saran Perbaikan Hasil 
Pembinaan

Verifikasi
Persyaratan

Verifikasi Tindakan
PerbaikanEvaluasi Teknis

• Melakukan Tindakan

perbaikan (Max 60

Hari)

Mengupload Hasil

Perbaikan

Approval Tindakan
perbaikanDownload SKP

Rekomendasi Penerbitan SKHS•

Penerbitan
Rekomendasi

Persetujuan SKP

Pembinaan SKP Penerbitan SKP Surveilen SKP

17



Alur Kerja Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

UPT BPPMHKPDINAS KP

1. Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian
dokumen permohonan SKP melalui SKP

online

Kepala UPT membuat Surat Perintah 

Tugas untuk melakukan inspeksi 

Melakukan inspeksi

Menyampaikan laporan inspeksi ke 

Kepala Pusat Dalwas Mutu Pascapanen 

melalui email 

inspeksipasca10@gmail.com sesuai

1. Melakukan pembinaan di
UPI

Menerbitkan surat

1. Membuat Surat Perintah
KepalaTugas kepada

2. UPT BPPMHKP

Melakukan 

laporan inspeksi 

Menyetujui atau

2.rekomendasi
SKP

penerbitan 2. verifikasi

3.
4.

3. menolak

permohonan
sertifikat

penerbitan

format dan dilampirkan dokumen :

a.

b.

c.

d.

e.

SPT
ceklist terisi

daftar hadir pembukaan & penutupan 

laporan ketidaksesuaian
foto kegiatan
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PUSAT DALWAS MUTU PASCA PANEN

mailto:inspeksipasca10@gmail.com


Pengembangan dan penerapan
sistem haccp



PENGELOMPOKAN SERTIFIKASI HACCP BERDASARKAN

JENIS HAZARD

✓Segar

Hazard/Bahaya

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan makanan tidak 

aman dikonsumsi atau merugikan konsumen baik 

biologis, kimiawi maupun fisik

2.   Berdasarkan Jenis Olahan

✓Beku

✓Kaleng : pasteurisasi/sterilisasi

✓Kering

✓dll

1. Berdasarkan Jenis Ikan/

Bahan baku
✓Ikan demersal

✓Ikan Pelagis

✓Cephalopoda

✓Udang : tambak/laut

✓dll



FAKTOR YANG DIEVALUASI DALAM INSPEKSI SISTEM HACCP

GMPSSOP

BAKU

PENGOLAHAN

7. DISTRIBUSI

FISIK DAN PENERAPAN

1. SELEKSI BAHAN

2. PENANGANAN DAN

3. BAHAN PEMBANTU

4. BAHAN KIMIA

5. PENGEMASAN

6. PENYIMPANAN

1.  Keamanan Air dan Es

2 Kondisi dan kebersihan Sarana /
Prasarana yang kontak langsung
dengan produk

3.  Pencegahan Kontaminasi Silang

4.  Pemeliharaan Fasilitas

Sanitasi/Pencucian Tangan/Toilet

5 Perlindungan Produk/bahan 
pengemas/Alat dari Bahan-bahan 
Kimia/kontaminan

6 Pelabelan, Penyimpanan dan 
penggunaan bahan kimia berbahaya

7.  Pengendalian Kesehatan Karyawan

8.  Pest Control



Survailen oleh Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi untuk penerbitan HC (SURVAILEN), Grade A : 2 kali, Grade B : 3 kali, 

Grade C : 4 kali ( DALAM 1 TAHUN)
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